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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap UNIFIL menurut Konvensi

Jenewa I Tahun 1949 tentang Perlindungan Tentara Y\yang Terluka D\dan

Sakit di Medan Pertempuran di Darat, pada dasarnya terkait dengan

kewajiban pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi korban

luka dan sakit di medan pertempuran darat serta memberikan perawatan

tanpa diskriminasi. Dalam konteks UNIFIL, ketentuan ini bermakna bahwa

apabila personel UNIFIL berada dalam keadaan luka atau sakit, mereka

harus diperlakukan sebagai pihak yang tidak lagi dapat ikut serta dalam

pertempuran sehingga tidak boleh diserang dan wajib memperoleh

perlakuan manusiawi serta pertolongan medis. Konvensi Jenewa I 1949

juga menegaskan perlindungan terhadap sarana, unit, dan kegiatan medis

di darat, termasuk personel dan fasilitas yang melaksanakan fungsi

perawatan dan evakuasi medis. Karena itu, sepanjang UNIFIL

menjalankan fungsi kemanusiaan dan tidak digunakan untuk tujuan militer,

maka personel dan fasilitas yang menjalankan fungsi tersebut harus

dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

2. Penilaian hukum atas serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon dalam

perspektif hukum humaniter internasional harus diletakkan pada uji

kepatuhan aturan conduct of hostilities yang dimulai dari penentuan status

markas UNIFIL pada saat serangan, apakah tetap merupakan objek sipil
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yang dilindungi atau telah berubah menjadi sasaran militer karena dipakai

untuk kontribusi efektif bagi tindakan militer dan penghancurannya

menawarkan keuntungan militer konkret dan langsung. Sepanjang tidak ada

dasar faktual yang memadai untuk perubahan status tersebut, maka markas

UNIFIL dan personelnya tetap berada dalam perlindungan, sehingga serangan

terhadapnya tidak dapat dibenarkan. Bahkan apabila ada klaim adanya sasaran

militer di sekitar atau di dalam area markas, pihak penyerang tetap memikul

beban untuk melakukan verifikasi sasaran secara layak, memilih cara dan

metode serangan yang meminimalkan dampak insidental, serta menahan diri

apabila kerugian insidental yang dapat diperkirakan menjadi berlebihan

dibandingkan keuntungan militer yang diantisipasi. Dengan demikian,

serangan yang tidak memenuhi uji pembedaan, kehati-hatian, dan

proporsionalitas merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan

dapat menimbulkan tanggung jawab negara, serta dalam kondisi tertentu

membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana individual apabila

terbukti serangan secara sengaja diarahkan kepada personel atau instalasi

UNIFIL yang berhak atas perlindungan sipil.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

a) Penelitian dapat diperluas dengan mengaitkan Konvensi Jenewa I

Tahun 1949 dengan ketentuan hukum humaniter internasional lain

yang relevan, termasuk hukum kebiasaan internasional, agar dasar
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perlindungan terhadap personel dan fasilitas kemanusiaan lebih

komprehensif.

b) Analisis dapat diperdalam melalui pemanfaatan data faktual yang

lebih rinci, seperti kronologi kejadian, lokasi, jenis serangan, dampak

korban dan kerusakan, serta langkah verifikasi sasaran dan kehati-

hatian, sehingga penilaian hukumnya lebih presisi.

2. Bagi pembentuk kebijakan dan institusi terkait

Edukasi dan pelatihan hukum humaniter internasional dapat

diselenggarakan secara berkelanjutan dengan penekanan pada prinsip

pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian sebagai pedoman

operasional yang jelas.

3. Bagi institusi pengawasan dan penegakan yang berwenang

Penanganan insiden sejenis dapat diarahkan pada pemeriksaan yang

objektif dan transparan melalui pengumpulan bukti yang tertib, evaluasi

prosedur, serta pelaporan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bagi pelaksana kegiatan kemanusiaan di wilayah konflik

Langkah mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penandaan fasilitas yang

jelas, pemutakhiran informasi lokasi, penyusunan prosedur keselamatan

internal, dan koordinasi teknis untuk menekan risiko salah sasaran.
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